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LATAR BELAKANG

» BKN AWARDS TAHUN 2017 untuk Pemerintah
Kota Semarang

» Peraturan perundang-undangan :
» Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014

»Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017




Pengembangan Kompetensi

» UU no.5 Tahun 2014 Pasal 70

» Setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan
untuk mengembangkan kompetensi melalui diklat,
seminar, kursus dan penataran atau kegiatan yang
sejenis seperti bimbingan teknis, workshop & lokakarya

» PP no. 11 Tahun 2017 Pasal 203

» (3) Setiap PNS memiliki kesempatan & hak yang sama
untuk diikutsertakan dalam pengembangan Kompetensi
dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan
penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan

» (4) Pengembangan Kompetensi bagi setiap PNS
dilakukan paling sedikit 20 Jam Pelajaran dalam
1 tahun




HAKEKAT UU ASN

ASN professional, bebas Kewajiban Pegawai ASN
KKN, Pelayanan Publik & dalam Pengembangan
Perekat Persatuan Bangsa kompetensi

Manajemen Merit ASN ASN professional, bebas

didasarkan pada KKN, Pelayanan Publik &
pertimbangan kompetensi Perekat Persatuan Bangsa
dan kualifikasi




The Global Competitiveness Report 2015-2016

(Peringkat Indonesia turun dari ke-34 di tahun 2014-2015 menjadi ke-37 di tahun 2015-2016)
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Worldwide Governance Indicators

The quality of public services,

The quality of the civil service,

the degree of its independence from political pressures,

the quality of policy formulation and implementation,

the credibility of the government's commitment to such policies.

BRUNEI DARUSSALAM 77,51 0,90 77,25 0,89 75,12 0,83 74,16 0,86 81,73
CAMBODIA 18,66 -0,92 19,91 -0,85 22,01 -0,83 15,14 -0,92 25,48 -0,
LAO PDR 20,10 -0,87 20,38 -0,85 21,05 -0,88 24,40 -0,76 39,42 -0,39
MALAYSIA 82,78 1,13 81,04 1,03 80,38 1,01 81,82 110 83,65 14
MYANMAR 2,39 -1,65 3,32 -1,63 3,83 -1,53 4,78 -1,51 8,65 -1,2
PHILIPPINES 55,50| -0,02 57,35 0,08 57,89 0,08 57,42 0,06 61,54
SINGAPORE 100,00 2,26 99,53 2,17 99,52 2,15 99,52 2,07 100,00 -
THAILAND 62,20 0,19| 61,14 0,21 60,77 021 61,24 021 65,87 !
VIETNAM 45,93 -0,26 47,35 -0,23 44,50 -0,29 44,02 -0,30 52,40| -0,

Percentile rank among all countries (ranges from O (lowest) to 100 (highest) rank)
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EODB Rank EODB Rank EODB Rank EODB Rank EODB Rank
No Negara ASEAN
2012 (World) | 2013 (World) | 2014 (World) | 2015 (World) | 2016 (W orld)
1 Singapura 1 1 1 1 1
2 Malaysia 18 12 6 18 18
3 Thailand 17 18 18 26 49
4 [Vietnam a8 99 99 78 90
=T Filipina 136 138 108 95 103
6 |Brunai Darussalam 83 79 59 101 34
7 |Indonesia 129 128 120 114 109
8 Kamboja 138 133 137 135 127
9 Laos 165 163 159 148 134
10 [Mvyanmar --- - -—— 177 167
Source: http://www.doingbusiness.org/rankings (World Bank Group)
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* Tahun 2014, Skor IPK Indonesia 34 di peringkat 107
 Tahun 2015, Skor IPK Indonesia 36 di peringkat 88
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TANTANGAN PERMASALARAN

o Birokrasi belum sepenuhnya bersin dan akuntabel (rendahnya
komitmen pimpinan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi,
penyelenggaraan pemerintahan belum mencerminkan
penyelenggaraan yang bersih dan bebas KKN, manajemen kinerja
masih belum diterapkan, manajemen pembangunan nasional belum

berjalan optimal),

PermenPAN No. 11 Tahun 2015 ttg Roadmap RB



LANJUTAN...

o Birokrasi belum efektif dan efisien (tata kelola pemerintahan yg baik

belum diterapkan, lemahnya penegakan hukum, pengadaan barang
dan jasa belum efektif dan efisien, kelembagaan birokrasi belum

efektif, penerapan e-gov belum efektif dan efisien, manajemen SDM
aparatur belum efektif, in-efisiensi dalam penggunaan anggaran,
diklat kepemimpinan belum mendorong kinerja organisasi),



LANJUTAN...

o Pelayanan publik belum mempunyai kualitas yang diharapkan
(pelayanan perijinan belum efektif dan efisien, praktik pungutan liar
masih ada, praktik manajemen pelayanan publik belum dijalankan
dengan baik).

POTRET PEGAWAI ASN BELUM BAIK
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KOTA SEMARANG

Kota Lama / Stasiun Tawang
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VISI, MISI DAN PLATFORM PERUBAHAN
AMANAT: DALAMIPEMBUKAAN UUD 1945:

1. MELINDUNG! SEGENAP BANGSA DAN
SELURUN TUMPAH DARAH
2 MEMAJUKAN KESEJANTERAAN UMUM

“." ﬂ 3. MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA

4. IKUT MEMELIMARA KETERTIBAN
DUNIA BERDASARKAN
KEMERDEKAAN, KEADILAN SOSIAL
DAN PERDAMAIAN ABADI

f .j ,
MELEMANNYA SENDI-SEND! [ 4 ',"‘l 11 1

VIS

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI
DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG

MISI

. MEWUJUDKAN KEAMANAN NASIONAL YANG MAMPU MENJAGA

KEDAULATAN WILAYAH, MENOPANG KEMANDIRIAN EXONOMI
DENGAN MENGAMANKAN SUMBERDAYA MARITIM, DAN
MENCERMINKAN KEPRIBADIAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA
KEFPULAUAN,

MEWUJUDKAN MASYARAKAT MAJU, BERKESEIMBANGAN DAN
DEIMOKRATIS BERLANDASKXAN NEGARA HUKUM.

. MEWUJUDKAN POLITIK LUAR NEGER! BEBAS-AKTIF DAN

MEMPERKUAT JAT) DIRI SEBAGAI NEGARA MARITIM,

. MEWUJUDKAN KUALITAS HMIDUP MANUSIA INDONESIA YANG

TINGGI, MAJU DAN SEJANTERA,

. MEWUJUDKAN BANGSA YANG BERDAYA-SAING.

MEWUJUDKAN INDONESIA MENJADI NEGARA MARITIM YANG
MANDIRL, MAJU, KUAT, DAN BERBASISKAN KEPENTINGAN
NASIONAL

MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERKEPRIBADIAN DALAM

KEBUDAYAAN

KEMANDSHRIAN YANG
MENSE JANTERAKAN

PEREXONOMIAN NASIOMAL
AN PERUBAHAN

INTOL l RANS| DAN KRISZS
KEPRIBADIAN INDO“( SLA

) QO

2014 2015 2016 2017

2018



TUNTUTAN KEBIJAKAN

NAWA CITA

Nawa (Sembilan) Agenda Prioritas Vis: dan Misl Jokowi-JK
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NAWA CITA

3 PROGRAM WAIJIB, 4 PROGRAM PRIORITAS & 1 PROGRAM DUKUNGAN

PROGRAM WAIJIB

KESEHATAN
PENDIDIKAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PEMBANGUNAN POROS MARITIM
PEMBANGUNAN KETAHANAN ENERGI
PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN

PROGRAM DUKUNGAN
REFORMASI BIROKRASI




ROADMAP PEMBANGUNAN ASN 2015 - 2019

Tantangan Manajemen SDM ke Depan

HIGHLY COMPETITIVE-AFTA-MEA
ASN BERWAWASAN INTERNASIONAL/GLOBAL

PENGUASAAN BAHASA ASING
PENGUASAAN IT/DIGITAL
HIGH COLLABARATION & NETWORKING

2015
« Profil SDM ASN ‘ ::;j;f:‘nf;:SN
saat ini Arah Strategis Pembangunan Nasional -
Pembangunan &
* Benchmark ASN 2015-2019

Kebutuhan

. Pengadaan ASN
Bebas KKN

. Profesionalisme
ASN

Internasional

Tantangan SDM Internal
MISMATCH KETERSEDIAAN ASN DG STRATEG]
PEMBANGUNAN

MISMATCH SPESIFIKASI JABATAN & MAN
QUALIFICATION

PENEGAKAN DISIPLIN BLM SEPENUHNYA
DUALANKAN

KESADARANSDM SBG HUMAN CAPITAL MSH
RENDAH



1. Masalah yg dihadapi / ingin
dipecahkan

Analis tatalaksana

pelayanan;

- Spesialis pengelola
pengaduan;

- Evaluator SOP, SP,

dan SPM.

- Pelayanan
berbelit, high-cost,
tidak responsif.




- Ketahanan
pangan lemah,
ketergantungan
komoditi dari LN
masih tinggi, dll.

- Daya saing
bangsa yg
rendah.

-

Analis kebijakan
pertanian,;

Penyelia pendamping
petani;

Pengawas logistik.

Analis investasi;

Quality guarantor
produk lokal;
Penyelia pendamping
Koperasi & UKM.




l(ompetensi

- Korupsi,
penyalahgunaan
wewenang, dan
pelanggaran
hukum tinggi.

- Analis kontrak/
perjanjian kerja;

- Spesialis ajudikasi/
resolusi konflik;

- Penyuluh hukum
administrasi.

- Kerusakan &
degradasi
lingkungan hidup.

Analis tata ruang;
» Inspektur AMDAL,;

- Penyelia mutu
lingkungan;




HARAPAN
TRANSFORMASI ASN : PROFESIONALISME

Pasal 3




Apa itu Kompetensi?

1. The knowledge, skills, abilities and behaviors that an
employee applies in performing his/her work and that are
the key employee-related levers for achieving results that
are relevant to the organization’s business strategies.

(Treasury Board of Canada Secretariat, Framework for Competency-Based
Management in the Public Service of Canada, 1999).

2. The consistent application of knowledge and skill to the
standard of performance required in the workplace. It

embodies the ability to transfer and apply skills and
knowledge to new situations and environments.

(South Australia Public Sector Management Division, Middle Manager
Competency Framework). :




Kegiatan

Diklat

Jam Pembelajaran

Min 30 JP

Kurikulum

Pengetahuan
Keterampilan
Sikap

Akhir Kegiatan

Sertifikat

Bimtek

Maks 30 JP

Pengetahuan
Keterampilan

Sertifikat

Pelatihan, Kursus

Maks 20 JP

Keterampilan

Peserta Terampil

Sosialisasi,
Sinkronisasi,
Penataran,
Seminar

Maks 20 JP

Pengetahuan

Peserta Paham

Workshop,
Lokakarya

Maks 20 JP

Pengetahuan

Peserta
Mempunyai
Panduan /
Pedoman Kerja




MEKANISME PENYELENGARAAN BIMTEK,
WORKSHOP, LOKAKARYA
1. Pada Perwal No. 87/2016 ttg SOTK BKD
RENCANA PELAKSANAAN Salah satu tugas BKD adalah pengendalian mutu

BIMTEK, WORKSHOP, LOKAKARYA pada kegiatan pengembangan kompetensi
di Pemerintah Kota Semarang

2. Pelaksanaan IKU Kota Semarang :
Mengetahui Jumlah PNS yang
mengikuti Bintek, Workshop, Pelatihan

atau Pendidikan selama setahun

Pendampingan

POLASATU PINTU ldan pemantauan

3. Dalam rangka
PENYELENGGARAAN penjaminan mutu pembelajaran
(total quality education)
KEGIATAN OLEH SKPD agar outcome kegiatan untuk
1 meningkatkan kompetensi tercapai

1. SERTIFIKASI |
2. REGISTRASI

3. MONITORING




Tahapan Pengembangan Kompetensi

» Tahap Persiapan Rencana Kegiatan
» Penyiapan TOR & KAK
» Pembentukan kepanitiaan penyelenggara kegiatan
» Penentuan kriteria peserta
» Penentuan kurikulum dan metode pembelajaran
» Penentuan kriteria narasumber
» Penyusunan pedoman penyelenggaraan
» Penentuan tempat
» Penentuan waktu dan penyusunan jadwal




Tahapan Pengembangan Kompetensi

» Tahap Persiapan Operasional Kegiatan
» Persiapan kelengkapan administrasi
» Pengiriman informasi kegiatan kepada calon peserta

» Penentuan nama dan pengiriman informasi kegiatan
kepada narasumber

» Penyusunan nama peserta kegiatan
» Persiapan kelengkapan sarana dan prasarana kegiatan
» Persiapan materi pembelajaran




Tahapan Pengembangan Kompetensi

» Tahap Penyelenggaraan Kegiatan

» Penerimaan peserta dan pemeriksaan tempat serta
konsumsi

» Pembukaan kegiatan
» Penjelasan program
» Pelaksanaan pembelajaran
» Penutupan kegiatan
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